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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli tanah untuk 

keperluan fasilitas pembangunan belum maksimal. Hal ini disebabkan 

bahwa para pihak yang melakukan perjanjian masih kurang memahami 

prinsip itikad baik secara teoritis maupun secara praktis, sehingga terkadang 

perjanjian jual beli tanah untuk keperluan fasilitas pembangunan tidak 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan melalui substansi atau klausul 

perjanjian jual beli tanah itu sendiri. 

2. Bahwa hambatan atau kendala dalam penerapan prinsip itikad baik dalam 

perjanjian jual beli tanah pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) yakni sebagai 

berikut: 

a. Wanprestasi. 

Kendala atau hambatan yang berhubungan dengan penerapan prinsip 

itikad baik dalam perjanjian jual beli adalah wanprestasi. Hal ini 

disebabkan terkadang masing-masing pihak sering melakukan ingkar 

janji atau wanprestasi terhadap klausul perjanjian yang dibuat.  

b. Keadaan tidak baik. 

Hambatan yang sering kali terjadi adalah keadaan tidak baik, namun 

dalam praktek hambatan seperti ini hanya sering disamakan dengan 
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keadaan  overmacht atau keadaan terpaksa. Akibatnya kendala seperti 

ini walaupun ada dalam praktek sehari-hari, namun apabila terjadi 

sengketa maka akan disamakan dengan keadaan terpaksa. 

c. Overmacht. 

Hambatan seperti ini terjadi bukan disebakan oleh kesengajaan masing-

masing pihak yang melakukan perjanjian jual beli tanah. Hambatan 

yang seperti ini terjadi terkadang disebabkan oleh suatu peristiwa yang 

tidak dapat di duga sebelumnya atau disengaja. 

B. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan yang dibuat di atas, maka penulis dapat 

memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bahwa pembentuk undang-undang harus mencantumkan secara jelas dan 

tegas prinsip itikad baik dalam suatu perjanjian, hal ini perlu dilakukan 

karena selama ini prinsip itikad baik hanya ada dalam salah satu ketentuan 

KUHPerdata buatan kolonial Belanda yakni dalam Pasal 1338 ayat (3). 

2. Bahwa masing-masing pihak yang melibatkan diri dalam perjanjian jual 

beli tanah untuk keperluan fasilitas pembangunan harus memahami secara 

mendalam tentang makna dan hakekat prinsip itikad baik dalam teori 

maupun praktiknya, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan multi 

tafsir terhadap prinsip itikad baik itu sendiri. 

3. Dalam penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian jual beli seharusnya 

masing-masing pihak harus memperhatikan klausul atau isi perjanjian 

mulai dari pada saat pra perjanjian, pembuatan perjanjian dan pelaksanaan 
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perjanjian itu sendiri. Hal ini perlu mengingat bahwa dalam perjanjian 

yang menekankan prinsip itikad baik pada dasarnya membutuhkan 

persyaratan subyektif dan obyektif. 

4. Untuk menghadapi kendala atau hambatan dalam penerapan prinsip itikad 

baik dalam perjanjian, para pihak yang membuat perjanjian harus 

menghidarkan diri dari tindakan atau perbuatan seperti wanprestasi, 

keadaan tidak baik maupun overmacht. 

5. Bagi siapapun yang mau mengadakan atau membuat perjanjian setidaknya 

harus menghargai atau mencantumkan prinsip itikad baik dalam klausul 

setiap bentuk perjanjian apapun juga.  
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